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ABSTRAK 
ZULHAM SYAHRIR (B111 11 327),Tinjauan Kriminologis Kejahatan 
Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kecamatan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013) dengan dosen pembimbing Andi 
Sofyan selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbingng II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di kecamatan 
sungguminasa kabupateb gowa, serta untuk mengetahui apa upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya 
kejahatan pencurian aliran listrik di kecamatan sungguminasa kabupaten 
gowa. Penelitian ini dilaksanakan di pln rayon sungguminasa. 
 
Sumber data yang diperoleh yaitu data yang didapatkan dari hasil 
kunjungan ke lokasi penelitian yaitu pln rayon sungguminasa dan pln area 
makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil 
penelitian. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa, Faktor 
terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di daerah sungguminasa 
kabupaten gowa disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang 
lemah dimana pengaruh tekanan ekonomi yang lemah mendorong para 
pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian aliran listrik, faktor 
kurangnya pengawasan dimana akibat kurangnya pengawasan yang 
dilakukan maka masyarakat masih bisa melakukan kejahatan pencurian 
aliran listrik, faktor oknum yang tidak bertanggungjawab menyebabkan laju 
pencurian aliran listrik susah ditekan, faktor pendidikan yang rendah 
disebabkan karena sebagian besar tingkat pendidikan para pelaku sangat 
rendah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dan Kepolisian 
dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik 
adalah melakaukan pemeriksaan tiap dua bulan sekali, memberikan 
pengarahan kepada masyarakat, mengadakan sidak dengan kepolisian, 
dan memberikan sanksi/denda yang besar kepada para pelanggar. 
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ABSTRACT 
 
ZULHAM SYAHRIR (B111 11 327), Criminology Point of View Towards 
Crime of Electricity Theft (Case Study in Sungguminasa Sub-District, 
Gowa Regency 2012-2013). Tutored by Andi Sofyan as the first tutor 
and Haeranah as the second tutor. 
 
The purpose of this research is to find out factors that cause the 
crime of electricity theft in Sungguminasa Sub-District, Gowa Regency and 
to find out the effort that conducted by police to overcome the crime of 
electricity theft in Sungguminasa Sub-District, Gowa Regency. This 
research conducted in Rayon Sungguminasa State Electricity Company. 
 
Source of data that used in this research is the data that obtained 
through the result of visiting Rayon Sungguminasa State Electricity 
Company and Makassar State Electricity Company. Collecting data 
technique that used in this research is interview and literature which is a 
reference to analyze the result of research. 
 
The result of research indicate that, factors that cause the crime of 
electricity theft in Sungguminasa Sub-District, Gowa Regency are factor of 
poor economic which is the effect of poor economic pressure push the 
perpetrator to conduct the crime of electricity theft, factors the lack of 
supervision which is the aftermath lack of supervision make the society still 
can do the crime of electricity theft, factor from individual that not 
responsible cause the rate of the crime of electricity theft hard to press and 
factor of less education was caused by mostly level education of 
perpetrator is less. While the efforts that conducted by State Electricity 
Company and Police to prevent and overcome the crime of electricity theft 
are conduct the inspection once in two months, giving the briefing to the 
society, conduct sudden inspection with the police and giving a sanction or 
a huge fine to the offender. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan salah satu bidang yang erat kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian 
besar aspek kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi maupun 
makhluk sosial diatur di dalam hukum. Hukum tersebut dimaksudkan 
untuk mengatur perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat  
antara satu dengan yang lainnya. 
Hukum di Indonesia terbagi dalam beragam jenis, salah satunya 
adalah Hukum Pidana yang mungkin biasa disaksikan, didengarkan atau 
bahkan mungkin  dipelajari dibangku perkuliahan.  
Menurut Lemaire, Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang 
berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang 
dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan 
khusus (Teguh Prasetyo, 2010:22). 
Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu 
merupakan suatu sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan 
mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat 
dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi 
tindakan-tindakan tersebut. Lebih singkat lagi Hukum Pidana berisi 
ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai 
ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.  
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Di dalam Hukum Pidana ini tercakup beragam delik atau tindak 
pidana salah satunya adalah delik pencurian. Delik pencurian atau tindak 
pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam 
Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian 
tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana 
pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini 
adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, 
kalung, daya listrik, dan gas. 
Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang 
baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat. Hukum sebagai alat 
kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi.  Ilmu 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
berbagai aspek.  
Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya 
untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring 
dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena 
sosial banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam 
masyarakat seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang 
berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.  
Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan anti sosial yang 
menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga 
dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan 
masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
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Kejahatan merupakan suatu masalah dalam masyarakat modern 
atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang 
sangat anti sosial yang memperoleh balasan dari negara atas perbuatan 
kejahatan berupa pemberian penderitaan. 
Ada tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling 
mempengaruhi. Suatu perbuatan dikatakan kejahatan apabila memuat 
tujuh unsur sebagai berikut: 
a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian 
b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus 
dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana 
c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu 
perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan 
akibat-akibat yang merugikan 
d. Harus ada maksud jahat (mens rea) 
e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan 
suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan 
f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang 
dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja 
atas keinginan sendiri 
g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang 
Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering 
terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana 
pencurian listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan yang penting bagi 
masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala 
bidang. Pemerintah terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana 
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pembangkit tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang sangat luas 
hingga ke pelosok-pelosok desa karena tenaga listrik sudah menjadi 
kebutuhan pokok bagi masyarakat, tidak terkecuali bagi kalangan ekonomi 
lemah sampai kalangan ekonomi atas semua membutuhkan listrik. Di balik 
semua itu kita masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu 
banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau 
pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik. 
 Delik pencurian listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum 
baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun 
dari kalangan pengusaha besar. Hal itu dapat terjadi dikarenakan 
berbagai macam faktor yang tentunya dapat merugikan keuangan negara 
serta bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan konsumen 
lainnya, karena dapat mengurangi voltage yang menyebabkan turunnya 
tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik 
sebagaimana mestinya.  
Adapun motif dan tujuan dari pencurian listrik pada umumnya 
adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara 
merubah, merusak, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Sungguminasa 
Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2013)” 
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B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam 
sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan 
memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan 
tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pencurian  aliran listrik di Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam 
menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik yang 
dilakukan di Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian 
aliran listrik. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 
berikut: 
1. Kegunaan teoritis 
Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya 
pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai tinjauan 
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kriminologis terhadap kejahatan pencurian aliran listrik yang terjadi 
dikalangan masyarakat. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini secara praktis dapat menjadi referensi serta 
kontribusi bagi para praktisi Ilmu Hukum Pidana mengingat 
perkembangan Ilmu Hukum Pidana yang mengalami banyak 
permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk 
menjelaskan semua itu tentunya diperlukan suatu konstruksi 
pemikiran sehingga dapat dipecahkan bersama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari 
kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, 
seorang ahli antropologi perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal 
dari crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah 
ilmu, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.  
W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:5) 
mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau 
kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 
berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang 
sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-
sebab dari gejala tersebut dengan metode yang berlaku pada kriminologi. 
Kriminologis praktis adalah kriminologi yang berdasarkan hasil 
penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya. 
Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan 
hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan 
dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat 
yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, 
keturunan, pendidikan dan cita-cita). 
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Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak 
hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari 
oleh suatu ilmu tertentu, misalnya jika timbul suatu kejahatan, reaksi 
masyarakat dipelajari di psikologi dan sosiologi, masalah keturunan 
dipelajari di biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari di penologi 
dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut-
paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data 
yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis yang 
disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi 
merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. 
Pengertian akan kejahatan yang begitu luas sehingga 
penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, 
perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian, para sarjana atau 
para ahli serta masyarakat. 
Edwin H. Sutherland (J.E. Sahetapy, 1992:5) mendefinisikan 
kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan 
remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976:24) merumuskan 
bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
Dari kedua definisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara 
Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi 
yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan 
terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, 
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sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya 
kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Soedjono (1976:24) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan 
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-
sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan. 
Pengertian di atas menegaskan bahwa kriminologi bukan hanya 
ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi 
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan 
dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara 
mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
J.M van Bemmelen (Hurwitz, 1986:4) menyatakan kriminologi 
merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang 
menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu 
masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan 
menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap 
pelaku kejahatan. 
Sedangkan Wolfgng, Savitz dan Johnston dalam The Sociologi Of 
Crime and Delinquency  (Topo Santoso, 2001:12) memberikan definisi 
kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan 
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faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
 
B. Pengertian Kejahatan 
Pengertian masyarakat akan kejahatan dapat berubah sesuai 
dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu suatu tindakan 
disebut kejahatan dan pada waktu yang lain suatu tindakan tersebut 
bukan lagi kejahatan, dan sebaliknya suatu tindakan terjadi di suatu 
tempat disebut kejahatan, sedang di tempat lain bukan merupakan 
kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menilai suatu tindakan 
merupakan kejahatan dari segi hukumnya. 
Pengertian kejahatan yang disimpulkan dari beberapa pengertian 
yang dikemukakan oleh pakar kriminologi diatas dapat diklasifikasi 
menjadi dua pengertian yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. 
1. Pengertian Kejahatan Secara yuridis 
Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap 
tingkah laku atau perbuatan yang jahat misanya pencurian, pembunuhan, 
penganiayaan dan masih banyak lagi. 
Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHP jelaslah 
bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHP misalnya pencurian 
adalah perbuatan memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan 
dalam Pasal 362 KUHP seperti yang telah dirumuskan adalah sebagai 
berikut: 
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“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.” 
 
Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang 
melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP. 
Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang 
melanggar ketentuan pidana. 
2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis 
Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian 
kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara 
yuridis hanya berbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan (informil) merugikan masyarakat (anti sosial) 
yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan 
pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain 
mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi 
kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum 
ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakikatnya oleh warga 
masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara 
ekonomis dan psikologis, menyerang dan merugikan masyarakata, dan 
melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 
Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku 
informil tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang subjektif apabila 
dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat 
pada umumnya. 
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C. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Dalam kepustakaan ilmu kriminologi (Moeljatno, 1986:36), ada tiga 
faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau 
kedua orang tuanya (faktor genetika). 
2. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. 
Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana. 
3. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal 
(sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. 
Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan 
perbuatan pidana. 
Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) 
dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya). 
3. Social Control (kontrol sosial). 
Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam 
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ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut 
seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi 
frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 
(illegitimate means). 
Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya 
mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat 
nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas 
menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas 
bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah 
melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok 
dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, 
pendidikan dan kelompok domain. 
Menurut Nandang Sambas (2010:121-122), salah seorang tokoh 
dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang 
menekankan teorinya pada “normlessness, lessens social control” yang 
berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang 
berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu 
sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali 
terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tran sosial dalam masyarakat 
industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, 
kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme 
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meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan 
menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan 
kemungkinan perilaku yang menyimpang. 
Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter 
Lunden (A.S Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi 
negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut: 
1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan  pergeseran 
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. 
3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remajanya menghadapi „samarpola‟ 
(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun waktu dan 
tempatnya berlainan, tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya 
penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta 
kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat 
dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap 
manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia 
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tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini 
disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya 
adalah adaptasi dari lingkungannya. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland (Romli 
Atmasasmita, 1984:68), dalam pelaksanaan crime prevention ada dua 
buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, 
yaitu: 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. 
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime. Merupakan suatu cara 
yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang 
pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang 
dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention 
(preventif). 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 
dilakukansecara preventif dan represif. 
Upaya penanggulangan kejahatan yang dirumuskan oleh A.S Alam 
memiliki kesamaan dengan upaya penanggulangan yang dikemukakan 
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oleh E.H Sutherland, namun A.S. Alam (2010:79-80) membaginya menjadi 
tiga bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ 
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan.  
Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + 
kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat 
lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada 
polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti 
Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-
emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada 
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orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-
motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam 
upayapreventif kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
Bernest dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1983:79) menunjukkan 
beberapa cara untuk menaggulangi kejahatan, yaitu: 
1. Menyadari, bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanantekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah 
laku seseorang kearah perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis. 
Pendapat Bernest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa 
kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan 
lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku 
kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain 
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perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor 
biologis, psikologis, merupakan faktor-faktor yang sekunder saja. 
 
E. Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana istilah yang digunakan 
atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau 
pemahaman akan penggunaan istilah yang sering menimbulkan 
pertentangan atau perbedaan pendapat. 
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan 
atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau 
badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-
sarjana lain baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun diluar 
bidang hukum. 
Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi 
unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 
KUHP, diantaranya R. Susilo (1995:249) mengemukakan bahwa: 
Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 900,- 
 
Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik 
yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang 
disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. 
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2. Jenis - Jenis Pencurian 
Pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 (lima) yaitu: 
a. Pencurian biasa 
Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum 
pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang 
menyatakan: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“ 
   
Menurut R. Susilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1995:249) 
menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut: 
1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut: 
a. Perbuatan “mengambil” 
b. Yang diambil harus “sesuatu barang” 
c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain” 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
“memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan 
hak). 
2) “Mengambil” = mengambil hak untuk dikuasainya, 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang 
tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu 
memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka 
perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 
KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan 
selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila 
orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah 
tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. 
3) “Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, 
kalungdan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula 
“daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi 
dialirkan dikawat attau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak 
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dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai 
rambut tidak ada harganya. 
4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
“Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B 
disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B 
menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A 
kemudian “dicuri” oleh B, suatu barang yang bukan 
kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, 
misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang 
yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya. 
5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan 
maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil 
barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” 
barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil 
itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk 
pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang 
akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di 
rumah barang itu dimiliki untuk diri sendir (tidak diserahkan 
ke polisi), ia salah „menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu 
barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya. 
 
b. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang 
menyatakan: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 
363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 
365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai 
pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur 
pencurian ringan adalah: 
1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362) 
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP), atau 
3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk 
ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang 
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hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan 
pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah 
memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. 
Dengan syarat: 
a) Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat 
kediaman/rumah 
b) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah. 
c. Pencurian dengan pemberatan 
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat 
apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi 
unsurlain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. 
Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Palas 363 KUHP 
sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: 
a. Pencurian ternak 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki 
oleh orang yang berhak; 
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d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, 
atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu.  
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancamdengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun. 
d. Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah 
“pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah “curas”. 
Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP (R. 
Soesilo, 1995:253) ini adalah sebagau berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicurinya. 
(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: 
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di 
jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan. 
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang ataulebih secara 
bersama-sama. 
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Ke-tiga jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan 
disertai oleh salah satu hal yang diterang dalam ayat (2) ke-1 
dan ke-3. 
 
e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga 
Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan: 
(1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena 
kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat 
tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau 
pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman. 
(2) Jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan 
tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga 
orang itu karena kawin, baik dalam keturuan yang lurus, 
maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang 
kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan 
penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan itu. 
(3) Jika menuntut adat istiadat keturuan ibu, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka 
ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. 
 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP 
ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, 
apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu 
(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
3. Unsur-Unsur Pencurian 
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP R. 
Soesilo (1995:249) yang menyatakan sebagai berikut : 
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“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. 
 
Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan 
dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1) Barang siapa 
2) Mengambil 
3) Sesuatu barang 
4) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
5) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di 
dalam rumusan Pasal 362 KUHP. 
Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu: 
a. Unsur-Unsur Obyektif 
1) Mengambil 
Unsur perbuatan mengambil barang dengan maksud 
bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan 
mengakibatkan putusnya hubungan antara barang dengan 
orang yang memilikinya. Menurut Lamintang (1989:13) yang 
secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:  
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“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed 
brengthinzijn feitolijke heerrchappij, bedoeling die men 
ten opzichte van dat goed verder koestert”. (Mengambil 
itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda 
berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada 
dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas 
dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda 
tersebut). 
 
Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. 
Maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut 
belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang 
itu telah berada ditangannya, maka perbuatan bukan pencurian 
tapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) 
itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah 
pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja 
barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan 
itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri” 
(Soesilo, 1995:250). 
Perkembangan dalam Hukum Pidana menyebabkan 
pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami 
penafsiran yang luas, seperti yang dipakai oleh pembuat 
Undang-Undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja 
melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan 
menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat 
dalam hukum pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau 
besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai 
kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat 
mengambil kendaraan itu.  
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Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat 
yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel 
untuk mengalirkan muatan aliran listrik tanpa melalui alat ukur 
Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan 
sebagai suatu kejahatan pencurian. 
Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin 
menjelaskan tentang bilamana suatu perbuatan mengambil 
dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing ialah: 
1. Teori Kontrektasi 
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku 
telah memindahkan benda yang bersangutan dari 
tempatnya semula. 
2. Teori Ablasi 
Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan 
mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang 
bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. 
3. Teori Aprehensi 
Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang 
bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata (P.A.F 
Lamintang, 1984:5). 
2) Sesuatu Barang  
Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si 
pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang 
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belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli 
waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu 
tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si 
pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. 
Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian 
sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan 
bernilai ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak 
termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. 
Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan 
“gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat 
atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga 
ekonomis. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek 
pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van 
Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 
adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (roerend 
goed). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda 
bergerak. Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau 
daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak 
adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai 
dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang 
kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata 
adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. 
Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut 
sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). 
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Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda 
yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. 
Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah 
diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu 
tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, 
namun karena perkembangan Iptek ada barang yang tidak 
berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik“. Pada tanggal 
23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata barang 
yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang 
melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena 
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP 
tentang pencurian. 
3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau 
milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki 
pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari 
pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 
KUHP. Misalnya sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian 
A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan 
tetapi berbeda halnya apabila semua sepeda tersebut berada 
halnya apabila semua sepeda tersebut berada dalam 
kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian 
yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
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Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si 
petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi 
terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik 
Negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini 
haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda 
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek 
pencurian. 
b. Unsur-Unsur Subyektif 
1) Maksud untuk memiliki 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni 
pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau 
opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, 
dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan 
tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil 
barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. 
Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukan bahwa 
dalam delik atau tindak pidana pencurian, pengertian memiliki 
tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang 
dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat 
mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar 
hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah 
maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, 
memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk 
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dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan 
dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan 
mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu 
kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan 
sebagai miliknya. 
2) Melawan hukum 
Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur 
menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini 
akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu 
menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa 
“melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang 
dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-
undang atau ketentuan yang berlaku. 
Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan 
dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan 
telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan 
bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam 
hal ini bersifat melawan hukum. 
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:33) menyebutkan 
bahwa memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi 
jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang 
sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan 
suarat kuasa, dan sebagainya.  
Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah 
sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia 
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sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu 
adalah bertentangan dengan hukum dalam pencurian 
digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. 
 
F. Tenaga Listrik 
1. Pengertian listrik 
Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik 
bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang 
mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha 
atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.  
Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada 
awal abad 18 dan di Indonesia, energI listrik pertama kali diperkenalkan 
oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah 
nusantara. 
Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik 
statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu 
ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya 
bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.  
Menurut Benjamin Franklin (1706–1790), adanya perpindahan 
muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari 
hukum kekekalan muatan, artinya pada saat terjadi gosokan antara dua 
benda, tidak menciptakan muatan listrik baru namun prosesnya 
merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa:  
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“Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang 
dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala 
macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk 
komunikasi, elektronika atau isyarat.” 
 
Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan 
dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa 
usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya 
dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, 
pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam 
rangka peningkatan penyediaan tenaga lstrik kepada masyarakat 
diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. 
Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha 
ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan dibidang 
keteknikan. 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, 
menyebutkan bahwa : 
“Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang 
tenaga listrik”. 
 
Perbedaan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 
2009 tentang ketenagalistrikan dengan Undang-Undang sebelumnya 
adalah pelaku yang terlibat dalam penyediaan tenaga listrik. 
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Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, 
tidak hanya BUMN c.q. PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha 
penyediaan tenaga listrik, namun sekarang BUMD, badan usaha swasta, 
koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan 
tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha 
penyediaan tenaga lsitrik. 
Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan dari 
Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga 
listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (first 
right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 
Apabila PLN sebagai pemilik hak yang  diprioritaskan menolak melakukan 
usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan 
kepada entitas-entitas lainnya. 
Selain perbedaan di atas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
juga mengatur hal-hal lain yang sebelumnya tidak diatur. Misalnya, 
regionalisasi penentuan tarif tenaga listrik (Pasal 34) dan jual-beli tenaga 
listrik dengan Negara lain (Pasal 37 - Pasal 41). 
Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan 
teknologi dengan listrik sebagai alat, baik di kota maupun di desa-desa 
atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan 
penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di 
segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat 
itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program 
pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau 
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wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir 
tidak ada sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap 
gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat, 
tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas 
semua membutuhkan aliran listrik. 
Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, 
tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat 
dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah 
nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu 
semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau 
pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik. 
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Ketenagalistrikan 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 – Pasal 55, berikut 
uraiannya: 
Pasal 49 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 
(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari 
Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 50 
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga 
listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau 
pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti 
rugi kepada korban. 
(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
 
Pasal 51 
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan 
tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan 
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 52 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas 
tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
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5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha 
penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. 
Pasal 53 
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang 
tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 
Pasal 54 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik 
tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau 
memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 
yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 55 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, 
pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan 
berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, 
dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian hukum empiris ini 
memberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu 
dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya (law enforcement). 
Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-
permasalahan yang ada di balik pelaksanaan hukum. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sungguminasa Kabupaten Gowa, 
Sulawesi Selatan  khususnya di Polrestabes Kabupaten Gowa dan di PT. 
PLN (Persero) Cab. Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dipilihnya lokasi 
penelitian di Sungguminasa Kabupaten Gowa selain karena lokasinya 
yang mudah dijangkau oleh penulis, juga merupakan daerah yang 
menurut pantauan penulis adalah salah satu lokasi yang tepat untuk diteliti 
karena perkembangan industri-industri yang cukup pesat di kabupaten ini 
tentunya dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik jika 
tidak diberikan perhatian khusus oleh pemerintah setempat. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
2. Data sekunder, yaitu perundang-undangan di bidang pidana, 
yaitu KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lain 
yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap pencurian 
aliran listrik. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
2. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelah berbagai 
buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Data primer, dengan melakukan wawancara dengan pihak Sat. 
Reskrim Polrestabes Kabupaten Gowa dan pihak PT. PLN 
(Persero) Cab. Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
2. Data sekunder, dengan membaca dan menelah berbagai 
literatur yang meliputi perundang-undangan, buku-buku, koran 
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dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, 
termasuk data-data dari internet. 
 
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kejahatan Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa 
Aliran listrik merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lampu sebagai penerang, setrika 
sebagai alat untuk merapikan pakaian, televisi, komputer, handphone dan 
alat-alat rumah tangga lainnya hampir sebagian besar membutuhkan daya 
yang berasal dari aliran listrik agar tetap bisa digunakan setiap harinya.  
Banyaknya alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan manusia setiap 
harinya baik di rumah penduduk, perkantoran, hotel, dan restoran-restoran 
yang membutuhkan daya aliran listrik sehingga secara otomatis daya 
listrik yang digunakan juga semakin meningkat. 
Dengan meningkatnya daya listrik yang digunakan, berarti akan 
berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-
orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan 
daya listrik pasti akan merasa bahwa pembayaran iuran listrik yang 
dibayar setiap bulannya adalah sesuai dan wajar-wajar saja. Namun 
terkadang ada pula yang tidak ingin membayar iuran listrik sesuai dengan 
pemakaian daya listriknya setiap hari, hal inilah terkadang bisa berakibat 
fatal bahkan berujung pada tindak kejahatan.  
Kejahatan pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak 
pidana yang banyak terjadi sejak dulu hingga sekarang. Kebanyakan 
orang ingin membayar daya listrik yang digunakannya dengan harga yang 
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tidak sesuai dengan pemakaiannya. Ketika menggunakan daya listrik 
dalam jumlah yang besar, mereka tetap ingin membayar dalam jumlah 
yang kecil. Inilah pemicu utama yang menyebabkan seseorang melakukan 
kejahatan pencurian aliran listrik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor PLN 
Rayon Gowa Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa, data 
pencurian aliran listrik dari tahun 2012 hingga tahun 2013 adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 1 
Data Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelanggan di Kec. 
Sungguminasa Kab. Gowa Pada Tahun 2012 
 
Jumlah 
Pemeriksaan 
Pelanggaran 
Pelanggaran  
Pemakaian 
Daya 
(kVA) 
Pemakaian 
Energi 
(kWh) 
Total 
Penetapan 
Tagihan 
Susulan 
(Rp) 
135 
P-I 11 
1.733,70 699.267 482.896.750 
P-II 14 
P-III 4 
P-IV 106 
Sumber dari data PLN Area Makassar 
Berdasarkan tabel di atas jumlah pemeriksaan pelanggaran yang 
adalah 135 pelanggarann kemudian setelah pihak PLN melakukan 
evakuasi ternyata benar telah terjadi 135 pelanggaran aliran listrik di 
Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa di tahun 2012. Dengan 11 
pelanggaran golongan I, 14 pelanggaran golongan II, 4 pelanggaran 
golongan III, dan 106 pelanggaran golongan III.  
Ada pun pengertian atau arti dari jenis-jenis pelanggaran yang 
terdapat dalam tabel tersebut menurut Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 
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1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam 
Pasal 13, yaitu sebagai berikut: 
1. Pelanggaran Golongan I (P-I) adalah Pelanggaran yang 
mempengaruhi batas daya; 
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) adalah pelanggaran yang 
mempengaruhi pengukuran energi; 
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) adalah pelanggaran yang 
mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran 
energi; 
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) adalah pelanggaran yang 
dilakukan bukan oleh pelanggan. 
Dilihat dari jenis pelanggarannya, jumlah pelanggaran terbesar 
terjadi pada pelanggaran golongan IV dengan total 106 pelanggaran yang 
dilakukan bukan oleh pelanggan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
oleh penulis pada tanggal 21 November 2014 yang dimaksud bukan oleh 
pelanggan disini adalah orang yang biasanya secara diam-diam 
menyambungkan aliran listrik dari satu rumah ke rumah lain tanpa 
diketahui oleh pelanggan resmi sebagai pemilik aliran listrik yang sah dari 
PLN. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelanggaran ini merupakan 
kejahatan pencurian aliran listrik.  
Dari total pelanggaran yang ada besar daya yang digunakan adalah 
1733,70 kVA (kilovolt-ampere) dengan pemakaian energi sebesar 699.267 
kWh (kilowatt-hour) sehingga PT. PLN Rayon Gowa harus menanggung 
kerugian sebesar Rp. 482.896.750,- yang selanjutnya dijadikan sebagai 
tagihan susulan kepada si pelanggan PLN. 
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Tabel 2 
Data Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelanggan di Kec. 
Sungguminasa Kab. Gowa Pada Tahun 2013 
 
Jumlah 
Pemeriksaan 
Pelanggaran 
Pelanggaran  
Pemakaian 
Daya 
(kVA) 
Pemakaian 
Energi 
(kWh) 
Total 
Penetapan 
Tagihan 
Susulan 
(Rp) 
406 
P-I 17 
1.708,80 616.345 420.799.040 
P-II 8 
P-III 21 
P-IV 100 
Sumber dari data PLN Area Makassar 
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 jumlah pemeriksaan 
pelanggaran aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
sebesar 406 pelanggaran, dari pelanggaran tersebut yang terbukti terjadi 
sebesar 146 pelanggaran dimana pada pelanggaran golongan I 
ditemukan 17 pelanggaran, pelanggaran golongan II ditemukan 8 
pelanggaran, pelanggaran golongan III ditemukan 12 pelanggaran, dan 
pelanggaran golongan IV ditemukan 100 pelanggaran. 
Adapun jumlah pemakaian daya listrik dari pelanggaran sebesar 
1.708,80 kVA dan jumlah pemakaian energi listrik sebesar 616.345 kWh 
sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 420.799.040,-.  
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat 
pelanggaran aliran listrik dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami 
jumlah peningkatan pelanggaran, hanya saja daya listrik dan energi listrik 
yang digunakan secara tidak sah pada tahun 2013 mengalami penurunan 
sehingga kerugian yang ditanggung PT. PLN sedikit berkurang yaitu dari 
Rp.  Rp. 482.896.750,- (tahun 2012) menjadi Rp. 420.799.040,- (tahun 
2013). 
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, 
bahwa penyelesaian kasus pelanggaran aliran listrik yang terjadi dari 
tahun 2012 hingga 2013 tidak satupun diproses di kepolisian. Sistem yang 
digunakan oleh pihak PLN lebih mengarah pada sistem ganti kerugian. 
Salah satu sanksi yang diberikan jika pelanggan tidak membayar ganti 
rugi yang telah ditetapkan oleh PLN ialah sambungan aliran listrik 
pelanggan akan diputuskan.  
Sehingga menurut hemat penulis, keadaan tersebut seolah-olah 
menggambarkan adanya pergeseran sistem hukum yang sebenarnya, 
padahal sebagaimana telah jelas tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang 
No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: 
“Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya 
merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 
Hal inilah yang seharusnya diperhatikan dan dibenahi oleh pihak-
pihak yang terkait, bahwa pencurian aliran listrik ini merupakan salah satu 
kejahatan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara sehingga 
perlu kiranya diberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang yang 
melakukan kejahatan pencurian aliran listrik ini salah satunya dengan 
mengusut kasus ini sampai ke kepolisian bahkan jika perlu bagi para 
pelaku kejahatan diberi sanksi pidana kurungan sehingga dapat 
memberikan efek jera kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. 
Sanksi tersebut juga bisa memberikan peringatan kepada mereka yang 
berniat melakukan kejahatan pencurian aliran listrik di daerahnya. 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Aliran 
Listrik 
Setiap manusia akan merasa kurang puas dengan keadaan yang 
ada, sehingga terkadang perasaan tidak puas itu bisa menimbulkan hal-
hal yang tidak diinginkan terlebih lagi ketika perasaan itu sulit untuk 
dikendalikan akan berakibat pada perbuatan yang melanggar norma-
norma yang ada. Begitu juga terhadap kejahatan pencurian aliran listrik 
yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu kalangan atas hingga 
kalangan bawah, baik kelompok atau perorangan maupun perusahaan-
perusahaan swasta atau pemerintah baik pusat maupun daerah.  
Banyaknya kejahatan yang terjadi jelaslah karena ada 
penyebabnya, begitu pula dengan kejahatan pencurian aliran listrik yang 
terjadi di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis di PLN Rayon Sungguminasa 
bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pencurian aliran listrik antara lain: 
1. Faktor ekonomi yang lemah 
Pada hakikatnya seseorang melakukan kejahatan disebabkan 
karena dorongan ekonomi yang lemah, hal ini dilakukan karena demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor ekonomi merupakan 
salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi timbulnya 
keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. 
Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya 
kejahatan di Kecamatan Sungguminasa, Kabupaten Gowa khususnya 
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pencurian aliran listrik, sehingga penulis berpendapat bahwa pada 
umumnya para pelaku pencurian aliran listrik berasal dari masyarakat 
ekonomi lemah. 
Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kejahatan 
pencurian aliran listrik bisa saja dilakukan oleh kalangan masyarakat 
menengah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena mereka mempunyai 
keinginan menggunakan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar 
lebih sesuai dengan daya yang digunakan.  
2. Faktor kurangnya pengawasan 
Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai 
pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan 
mudah melakukan kejahatan pencurian aliran listrik yang mengakibatkan 
kerugian dari pihak PLN sendiri. 
Kerja sama antara petugas PLN dan pihak kepolisian kurang efektif 
dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan  masyarakat 
melakukan kejahatan pencurian aliran listrik.  
3. Faktor oknum dari pihak PLN 
Menurut hasil wawancara penulis bahwa sebenarnya pihak PLN 
telah melakukan pengecekan setiap dua bulan sekali ke seluruh rumah di 
daerah Sungguminasa, namun masih saja ada beberapa oknum dari 
pihak PLN yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum 
tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak 
melapor ke rayonnya. Terlebih lagi ada yang menganggap bahwa hal ini 
adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah 
melanggar peraturan yang berlaku. 
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4. Faktor pendidikan yang rendah 
Pendidikan yang rendah juga memicu terjadinya kejahatan 
pencurian aliran listrik di sungguminasa. Adanya pendidikan yang rendah 
bisa berdampak pada kondisi psikis  maupun tingkah lakunya. Jika tingkat 
pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin 
rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih 
dahulu. Faktor ini dapat mendorong serta mempengaruhi seseorang untuk 
berlaku jahat karena kondisi psikis dan tingkah lakunya yang sangat 
terbatas jelas dapat dengan mudah melakukan kejahatan tersebut. 
 
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Untuk 
Menanggulangi Kejahatan Pencurian Listrik di Kecamatan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa 
Secara umum diketahui bahwa upaya penanggulangan kejahatan 
mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki 
perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang 
narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya 
penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emtif, preventif 
dan represif. 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
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seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ 
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan.  
Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + 
kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat 
lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada 
polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti 
Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-
emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada 
orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-
motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam 
upayapreventif kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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Dalam upaya mencegah maupun menanggulangi kejahatan 
pencurian aliran listrik di Sungguminasa masih saja mengalami kendala 
karena kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa upaya 
dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik di 
Sungguminasa sebagai berikut: 
1. Melakukan pemeriksaan tiap dua bulan sekali 
2. Memberikan pengarahan kepada masyarakat  
3. Mengadakan sidak dengan pihak kepolisian  
4. Memberikan sanksi/denda yang lebih besar kepada para 
pelanggar 
Dari uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa untuk 
mencegah maupun menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik, 
maka pihak PLN harus  lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak 
kepolisian agar mampu menekan laju kejahatan pencurian aliran listrik 
yang terjadi di Sungguminasa. 
Selanjutnya jika terjadi pencurian listrik, maka pihak PLN segera 
menghubungi pihak kepolisian dan melakukan penyelidikan agar 
memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
penulis menarik kesimpulan yaitu : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa antara 
lain pengaruh ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan dari 
pihak PLN, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 
dari pihak PLN, dan pendidikan yang rendah. Faktor-faktor diatas 
merupakan faktor yang secara umum menyebabkan terjadinya 
kejahatan pencurian aliran listrik di Sungguminasa berdasarkan 
hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. 
2. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak PLN dalam 
mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik 
adalah melakukan pemeriksaan tiap dua bulan sekali, 
memberikan pengarahan kepada masyarakat, mengadakan sidak 
dengan pihak kepolisian dan memberikan denda. Namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa upaya tersebut masih mengalami kendala, 
untuk itu kerja sama pihak PLN dan kepolisian perlu ditingkatkan 
lagi sehingga upaya tersebut bisa menekan laju kejahatan 
pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa. 
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B. Saran 
1. Menyarankan kepada pihak PLN untuk lebih meningkatkan 
pengawasan dan menindaki jika masih saja ada oknum-oknum 
yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan lebih yang 
bukan haknya dan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak 
kepolisian baik dalam upaya pencegahan maupun 
penanggulangan. 
2. Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa untuk 
membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang 
berpendidikan rendah dan ekonomi lemah dengan tujuan agar 
tingkat kesejahteraan masyarakat terjamin sehingga angka 
kejahatan khususnya pencurian listrik yang dilakukan oleh para 
pelaku dapat diminimalisir. 
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